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KEPUTUSAN

~ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 35 TAHUN 2003

TENTANG

PETL'INJ-UK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN

Menimbang

- Mengingat

ANGKA KREDITNYA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

a.

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/  12/2002 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya,
dipandang perlu ‘mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan

- Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh

Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan
Keputusan Kepala BKN;

. ‘Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

| _ Nomoar 43 Tahun 1999; -

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;, '

. -Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;



10.

11.

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tehtang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pémerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000.téntaﬁg Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusah_Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND}) sebagaiména telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
30 Tahun 2003;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor  130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;



Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MEMUTUSKAN

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB 1 ‘
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Kehutanan, adalah Pegawai Negeri Sipil yeng diberi |
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.

2. Penyuluh Kehutanan-ﬁngkat terampll, - adalah adalah jabatan
fungsional Penyuluh Kehutanan vyang dalam pelaksanaan

pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu, |

3. Penyuluh Kehutanan tingkat ahfi, adalah jabatan fungsional
Penyuiuh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya

didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik
analisis tertentu. |

4. Penyuluhan  kehutanan, adalah  proses pengembangan
pengetahuan, sikap perilaku kelompok masyarakat sasaran agar
mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan
mengelola  usaha-usaha ke'hutanan untuk  meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian

dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan |
lingkungannya, |




10.

11,

Tim Penilai Angka Kredit, adafah Tim Penilai vang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja Penyuluh Kehutanan. |

Angka kredit,' adalah suaty angka yang diberikan berdasarkan
penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang
Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang
digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan
kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan,

Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara
dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Penyufuh Kehutanan,
adalah Pejabat Pembina Kepegawalan masing-masing atau pejabat

lain yang ditunjuk sesuai dengan’ peraturan perundang-undangan
yang berfaku.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, adalah
Departemen Kehutanan. '

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat berkenaan dengan Penyuluh
Kehutanan, adalah Menteri Kehutanan.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah’ Kabupaten/ Kota, adalah
Bupati/ Walikota.

BAB II
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Usul penetapan angka kredit disampaikan apabila menurut

perhitungan sementara dari Penyuluh Kehutanan, jumiah angka:
kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat
iebih tinggi telah dapat dipenuhi.



(2) Setiap usul penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan dilampiri
dengan :

a.  Salinan atau fotocopy ljazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL) dan atau keterangan/ penghargaan

yang pernah diterima { apabila ada ) yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang;

b.  Surat pernyatasn melakukan kegiatan persiapan penyuluhan
kehutanan dan bukti fisiknya;

€. Surat pemyataan melakukan kegiatan pelaksanaan
penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya;

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan bukti
fisiknya;

e. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
penyuiuhan kehutanan dan bukti fisiknya;

f.  Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi dan bukti fisiknya;

g. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang ftugas
penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya,

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat,
dilakukan selambat-lambatnya 3 {tiga) buian sebelum periode
kenaikan pangkat sebagai berikut :

- a.  Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit
ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun
yang bersangkutan;

b. Untuk kenalkan pangkat periode Oktober, angka kredit

ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan,



Pasal 3

(1) Setiap usul Penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh Kehutanan
harus dinflai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan
berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran I Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran I, dengan ketentuan :

a. Asli Penetapan’ Angka Kredit ( PAK ) disampaikan kepada
Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
dan

b. Tembusan disampaikan kepada :
1) Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan;

2} Pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan yang
bersangkutan

3) Pejabat lain yang dipandang perlu.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
berhalangan sehingga tidak dapat menetapkén angka kredit dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat ( 3 ), maka
pejabat. yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
mendelegasikan kepada pejabat fain satu tingkat lebih rendah
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat ( 1) Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
130/KEP/M.PAN/12/2003.




(4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan
angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima
delegasi WEwenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana
dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala
Kanto_r Regional BKN yang bersangkutan.

{5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit, maka spesimen .tanda tangan pejabat yang
menggantikan disampaikan- kepada Kepala BKN atau Kepala
Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III
TIM PENILAY
Pasal 4

(1) Syarat pengangkatan untuk menjad! - anggota Tim Penilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Keputusan
Menteri Pendayagunaan . Aparatur ... Negara Nomor
"130/KEP/M.PAN/12/2002, yaitu :

a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/ pangkat setingkat
dengan jabatan/ pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai;

b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh
Kehutanan; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa kerja keanggotaan Tlm- Penilai sebagaimana dimaksud ayat

(1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa
jabatan berikutnya. ‘




(3) Anggota Tim Penllai yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam
2 (dua) masa keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat

diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu)
masa jabatan.

(4) balam hal komposist jumiah anggota Tim Penilai seluruhnya atau
sebagian tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan karena
belum ada/ tidak ada yang memenuhi syarat menjadi anggota Tim
Penilai, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang

mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan.
Pasal 5
(1) Tugas pokok Tim Penilai Sekretariat Jenderal adalah:

a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau
pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit

Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen
Kehutanan; dan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain, yang
ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Pusat adalah :

8. Membantu Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan atau
pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit
Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh
Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama dan

Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen
Kehutanan; dan



b.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Pusat Bina Pusat Penyuluhan Kehutanan atau pejabat lain,
yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud huruf a,

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah

a.

Membantu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat
eselon II di Propinsi yang membidangi kehutanan dalam
menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana
sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh
Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan
Madya di lingkungan Propinsi masing-masing; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi atau pejabat eselon II di Propinsi
yang membidangi kehutanan, yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/ Kota adalah ;

a.

Membantu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau
pejabat eselon I di Kabupaten/ Kota yang membidangi
kehutanan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh
Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan
Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan
Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Kabupaten/ Kota
masing-masing; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II di
Kabupaten/ Kota yang membidangi keh_utanan, yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana
dimaksud huruf a.
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(5) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum
memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penifaian
dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Propinsi fain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai di lingkungan
Departemen Kehutanan;

(6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena
belum memenuhi kriteria- Tim Penilai yang ditentukan, maka
penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada
Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, atau kepada Tim
Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau kepada Tim Penilai di
lingkungan Departemen Kehutanan.

(7) Dalam hal terdabét”ahggﬁté”ﬂm Penilal yang pensiun atau
berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut,
Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota pengganti yang
memiliki kompetensi sesuai- masa kerja yang tersisa kepada
pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinifai, Ketua

Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang
bersangkutan.

(9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Sekretariat Jenderal,
Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/
Kota ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi
Pembina jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 6

(1) Untuk membantuy Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya,
dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat
di bidang kepegawaian.
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(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15

ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 130/KEP/M.PAN/12 /2002.

Pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para
'ahii, baik yang berkedudukan sebagal Pegawai Negeri Sipil atau

bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis
yang diperiukan,

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan
pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan

penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memeriukan keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.

-BAB IV
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKATY
Pasal 8

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalem Pasal 3
ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan
kenalkan jabatan dan kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan,

sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap
kali dapat dipertimbangkan apabila :
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a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan
terakhir;

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan setingkat febih tinggi; dan

C. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dafam 1
(satu ) tahun terakhir.

(3) Kenalkan jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dipertimbangkan apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhir;

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi; dan’

C. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang
menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina
Tingkat [, golongan ruang Iv/b untuk menjadi Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c ditetapkén dengan Keputusan
Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN,

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki
jabatan :



a.
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Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda
Tingkat 1, golongan ruang II/o untuk menjadi -Pengatur,
goiongan ruang IIfc sampai dengan Penyuluh Kehutanan

Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang II/d; dan

Penyﬁluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda,
golongan ruang I11/a untuk menjadi' Penata Muda Tingkat 1,
golongan ruang III/b sampai dengan Pehyuluh Kehutanan
Madya pangkat Pembina Tingkat 1, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputgsan Menteri Kehutanan atau pejabat lain
yang ditunjuk, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN,

{7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerzh Propinsi yang

menduduki jabatan :

d.

Penyuluh Kehutanan Pe!a_ksana pangkat Pengafur Muda
Tingkat I, goiongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur,
golongan ruang Ilfc sampai dengan Penyuluh Kehutanan
Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IlI/d; dan

Penyuluh Kehutanan 'Pertama pangkat Penata Muda,
golongan ruang IIl/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golonganrruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan
Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang 1v/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang

bersa_ngkutan.

(8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota

yang menduduki jabatan :
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a. Penyuith Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda
Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur,
gofongan ruang IIfc sampai dengan Penyuluh Kehutanan
Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruan’ej 111/d; dan

c. Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda,
golongan ruang IIl/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang II/d.

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina - Kepegawaian
Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat
pertimbangan  teknis Képala ~ Kantor Regional BKN yang
bersangkutan. e

(9) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/ Kota yang
menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan Muda pangkat Penats
Tingkat I, golongan ruang HI/d -untuk menjadi Penyuluh
Kehutanan Madya, pangl"':'a"t= Pembina, golongan ruang IV/a dan
pangkat Pembina ngkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh
Gubernur yang bersangkutan setefah mendapat pertimbangan
teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 9.
(1) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melehihi angka

kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan
untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud
ayat (1) memenuhi jumilah angka kredit untuk kenaikan jabatan 2
(dua) tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka
Penyluh Kehuanan yang bersangkutan dapat diangkat dalam
jenjang jabatan sesual dengan jumiah angka kredit yang dimiliki,
dengan ketentuan :

e et P
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a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;

b. Setiap unsur penilaian dalam DP.3 sekurang-kurangnya

bernilai balk dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Penyuluh Kehutanan yang naik jabatan sebagaimana dimaksud

ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah
angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.
BABV
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA
DAN PEMBERHE_NTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam

dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan ketentuan sébagai berikut:

1.

Pengangkatan pertama kall dan pengangkatan kembali dalam
jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan dengan menggunakan
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I1;

Pembebasan sementara dari jabaten Penyuluh Kehutanan
ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran I1l.

Pemberhentian dari jabatan Penyuluh Kehutanan, ditetapkan

dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran IV.

W
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Pasal 11

(1) Untuk menjamin tingkat kinerfa Penyuluh Kehutanan dalam
mencapai angka kredit untuk kenalkan jabatan/ pangkat, maka
pengangkatan Penyuluh Kehutanan harus memperhitungkan

keseimbangan antara beban kerja dengan jumiah Penyuluh |

Kehutanan sesuai jenjang jabatannya.

(2) Pengangkatan Penyuiuh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), harus didasarkan pada formasl yang ditetapkan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara setefah mendapat pertimbangan
teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh
Kehutanan tidak dapat merangkap jabatan struktural maupun jabatan
fungsional lain,

Pasal 13

(1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pangkat Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang IT/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Pehyelia
pangkat Penata, golongan ruang IIIfc dan Penyuluh Kehutanan
Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang ITl/a sampai
dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
jabatan/ pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkatnya tidak dapat
mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuiub)

dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan atau pengembangan
profesi.
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(3) Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkatnya
tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20
(dua puluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan atau
pengembangan profesi.

(4) Pembebasan sementara bagi Penyuluh Kehutanan sebagaimana
dimaksud ayat (1), ayat {2) dan ayat {3) didahului dengan
peringatan selambat-lambatnya 6 {enam) bulan sebelum batas
waktu pembebasan sementara diberlakukan.

(5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat {2) dan ayat (3) Penyuluh Kehutanan juga
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

d.

€,

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat berdasarkan  Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau

Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
atau

Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Kehutanan;
atau

Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke
empat dan seterusnya; atau

Tugas belajar lebih dari 6 { enam) bulan.

(6) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa
hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi
kégiatan tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya.



18

(7) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena tugas
belajar lebih dari 6 {enam) bulan, selama pembebasan sementara
dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku épabila:

a. Sekurang-kurangnyé telah 4 (empat) tahun dalam pangkat .
terakhir; dan

D. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

Pasal 14
Penyuiuh Kehutanan dibérhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat
berupa penurunan pangkat; atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat !ebih tinggi; atau

3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
dan ayat (3), tidak dapat mengumpuikan angka kredit yang
ditentukan.

| BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
Pasal 15

(1) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjatani hukuman disiplin
tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat,

dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam {abatan
Penyuluh Kehutanan.
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(2) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat
kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan, apabila berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(3) Penyuluh Kehutanan yang ditugaskan di luar jabatan Penyuluh
Kehutanan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila
telah selesal melaksanakan tugas di luar jabatan Penyuluh
Kehutanan.

(4) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena cuti di
luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi
semuia, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh
Kehutanan.

(S) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh
Kehutanan.

Pasal 16

Pegawal Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh
Kehutanan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat {1) sampai

dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit
terakhir yang dimiliki.

BAB VII
PERPINDAHAN JABATAN
Pasal 17

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan lain kedalam
jabatan Penyuluh Kehutanan atau perpindahan antara jabatan
dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :




{2)

(1)
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a. Memenuhi syarat seb_agaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/ 12/2002;

b. Memiliki pengalaman dibidang penyuluhan kehutanan
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai
batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
dan

d. Setiap unsur penilalan prestasi kerja (DP.3) sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun .t_era_khi_r_.'

Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama -dengan
pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penyuluh
Kehutanan ditetapkan sesual dengan angka kredit yang diperoleh
dari kegiatan unsur utama setelah melalui penilalan dan

penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang,
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan
tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penyuluh Kehutanan,
maka Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan
Penyuluh Kehutanan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi

kepada pejabat yang berkepentingan dan Penyuluh Kehutanan,



s

(2)

(1)
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Untuk meningkatkan kemampuan Penyuluh Kehutanan secara
profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kehutanan

selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :

a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/

teknis fungsional bagi Penyuiuh Kehutanan;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis
fungsional bagi Penyuluh Kehutanan;

¢. Penetapan standar kompetensi jabatan Penyuluh Kehutanan;
d. Penyusunan formasi jabatan Penyuluh Kehutanan;

e. Pengembangan sistem informasi jabatan  Penyuluh
Kehutanan; dan

f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penyuluh
Kehutanan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002, maka jenjang jabatan
Penyuluh Kehutanan yang didasarkan kepada Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/
1988 harus disesuaikan ke dalam tingkat dan jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan

Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002.

2
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(2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatén sebagaimana ditetapkan
pada ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit
terakhir yang diperoleh Penyuluh Kehutanan.

(3) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003
dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada
tanggal 31 Maret 2004.

Pasal 20

Penyuluh Kehutanan yang telah memperoleh Ijazah'Sarjana/ Diploma
IV, sebelum berlakunya Keputusan Menteri'Pendayagunéan Aparatur
Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 dapat diangkat dalam jenjang
jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

BAB X
PENUTUP
Pasal 21

Petunjuk Pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini
akan diatur kemudian oleh Kepala BKN .

Pasal 22

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan ini,
dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 130/KEP/ M.PAN/12/2002  sebagaimana tersebut pada
Lampiran V.

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Edaran Kepafa BAKN
Nomor 12/SE/1988 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran
Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BAKN Nomor 348/MENHUT-
I1/1988 dan Nomor 12/SE/1988, dinyatakan tidak beriaku.
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Pasal 24

Keputusan ini  disampaikan kepada instansi terkait yang
berkepentingan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 25

Keputusan ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : JAKARTA

Pada tanggal : 12 Agustus 2003

4 XCASRDIJANTO
\fﬂ(’,ﬁi X “‘%ﬁ*‘:f
<3 g
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CONTOH LAMPIRAN 1
PENETAPAN ANGKA KREDIT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
- NEGARA
NOMOR 35 Tahun 2003
TANGGAL © 19 Agustus 2003
PENETAPAN ANGKA KREDIT '
Nomor : i e
Masa Penilaian : siiresrresnnernissicsiniizrens SH0 cevissvsensieereesoesceniersseen
I KETERANGAN PERORANGAN
1 fNama
2 [ NIP
3 | Nomor Seri KARPEG
4 | Pangkat / Golongan Ruang / TMT
5 | Tempat dan Tangga! Lahir
6 | Jenis Kelamin
7 | Pendidikan Tertinggi
8 | Jabatan Fungsional / TMT
9 | Unit kerja
1] PENETAPAN ANGKA KREDIT
LAMA BARU JUMLAH
1 UNSUR UTAMA. :
a | 1) Pendidikan sekclaah dan memperoleh gelar/
liasah :
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
{STTPL)
Persiapan penyuluhan kehutanan
Pelaksanaan penyuluhan kehutanan
d | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penyuluhan kehutanan
e | Pengembangan penyuluhan kehutanan
Pengembangan profesi
Jumiah Unsur Utama
2 } UNSUR PENUNJANG
Jumlah Unsur Penunjang
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
| DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM
P JABATAN FUNGSIONAL..., / PANGKAT ....... ITMT. .......
ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Ditetapkan di :
Kepala BKN atau Kanreg BKN yang bersangkutan, Pada tanggal :

TEMBUSAN disampaikan kepada :

S

. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.

Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.
Sekretaris Tim Penliai Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan,
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Kepala Biro Kepegawaian/ 8KD yang bersangkutan. *)

*) coret yang tidak periu.
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. LAMPIRAN i
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALV KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGANGKATAN KEMBAL! DALAM JABATAN NEGARA
PENYULUH KEHUTANAN NOMOR : 35 Tahun 2003
TANGGAL: 12 Agustus 2003
KEPUTUSAN .................
NOMOR : ............. R | S
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA/ PENGANGKATAN KEMBALL
DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
Manimbang a. ‘Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor ............... tanggal ...
dipandang periu mengangkat/mengangkat kembali *) saudara ...... ..
Bt e s 0818M jabatan Penyuluh Kehutanan |
b.
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 io Undang-undang Nomor 43
Tahun 1998,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1877 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2001; )
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994;
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tanun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden
Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ................ :
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...................
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA Terhitung mulai tanggal .........cooon.......... mengangkat / mengangkat kembali *)
Pegawai Negeri Sipil :
a. Namasa
b. NIP
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT
d.  Unit kerja e s ra e e s se s e b r s
dalam jabatan ..o, dengan angka kredit sebesar ................... .

KEDUA

(diisi dengan angka dan huruf)
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KETIGA . : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekefiruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. :
ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil E
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana !
mestinya. ' '
Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan. *}
Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)
Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Kepala KPKN/ KASDA yang bersangkutan. *}

Pejabat lain yang dipandang periu.

U

*} coret yang tidak pertu.
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CONTOH . , LAMPIRAN it
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA KEPUTUSAN KEPALA BADAN
DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR .2 35 Tahun 2003
TANGGAL : 45 Agustus 2003

KEPUTUSAN ..................
- NOMOR : ... S

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN

Menimbang i a. Bahwa saudara ................ NIP. (s - pangkat/ golongan ruang
............................. jabatan............ berdasarkan.....,.........................
.............................................. d:pandang periu membebaskan

sementara dart jabatan Penyuluh Kehutanan, karena ............... .........

....................................................................................................................

B e e st s e ee s et et eeee e
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tshun
1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Thaun 1977 jo Peraturan Pemerintah
Nornor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:

S.  Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor
43 Tahun 2002,

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara NOMOF ............ooovvovonnn .

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA . Terhitung mulal tanggal ......cccovvevvenenn.. membebaskan sementara dari jabatan
Penyuluh Kehutanan, Pegawai Neger: Sipil ;
8. NAME8 et et
b. NIP

c. Pangkat/Gol.ruang/TMT
d. Unitkera
dari jabatan

.............................................................................................................

KEDUA

................................................................................................................................
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KETIGA Apabila kemudian harl ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASL) Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Megeri Sipil

yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana |
mestinya.

i
i
i
1
{
i
¢
|

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
Kepala Biro Kepegawaian/BKD yang bersangkutan. *)
Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit,
Kepaia KPKN/KASDA yang bersangkutan. *)

Pejabat lain yang dipandang perlu,

e s

*) coret yang tidak perlu.
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CONTOH LAMPIRAN v
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYULUH KEHUTANAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

NOMOR : 35 Tahun 2003
TANGGAL : 12 Agustus 2003

KEPUTUSAN .............
NOMOR : ..o,

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN

a. Bahwa saudara ........... NP, o pangkat/goiongan ruang
v, jabatan corereseaceneesaderhitung mulal tanggal
telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang Nomor .............. tanggal ................ /dinyatakan tidak dapat
mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu} tahun sejak
dibebaskan sementara *);

D st eeeoeeoee

1. Undang-undang Nomor 8 Tahunh 1574 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999, i

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001; :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 io Keputusan Presiden Nomor
45 Tahun 2002;

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .......... ;

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal ...oc.coovvveeveen, membernentikan dari jabatan Penyuluh

Kehutanan, Pegawai Negeri Sipil :

a Nama L e et e st e e s seese s

B NP e

c. Pangka/Gol.ruang/TMT @ e

d.Unitkerla ot

dari jabatan

...............................................................................................................

...........................................................................................................

..............................................................................................................................
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KETIGA Apabila kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan!

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Surat Keputusan int disampalkan kepada Pegawai Negeri Sipil yangi
bersangkutan untuk diketahui dan dindahkan sebagaimana'
mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN/ Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)
Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Kepala KPKN/ KASDA yang bersangkutan. *}

Pejabat lain yang dipandang periu.

ok

*Y coret yang tidak perlu.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN ATARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTER!
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR 130/KEPIM.PANI;’2I2002
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
dan Keputusan Presiden Nemor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang

- perlu meninjau kembali ketentuan tentang Angka Kredit bagi
Jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam
Keputusah"Men_teri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 16/MENPAN/1988;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu
mehetapka‘h kembali Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
dan  Angka Kreditnya dengan  Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999,

2. Undaﬁg~Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;



Memperhatikan :

Undang-undang Nomar 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan -

Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun
2001;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintan Nomor §7 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20G0 {entang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

" dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihah Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10.Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang

11.

amb

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah
dengan Kepuiusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Departemen.

. Usul Menteri Kehutanan dalam surat Nomor 1138/MENHUT-
/2002 tanggal 15 Juli 2002. :

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
suratnya Nomor K.26-30/V.74-7/18 tanggal 23 Agustus 2002.



Menetapkan:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

- BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Penyuluh Kehutanan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan
kehutanan.

Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah jabatan
fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan
pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja
tertentu.

Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah jabatan fungsional
Penyuluh Kehutanan ya'hg dalam pelaksanaan pekerjaannya
didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan
teknik analists tertentu.

. Kehutanan, adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut

dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang
diselenggarakan secara terpadu.

Penyuluhan kehutanan, adalah proses pengembangan
pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat
saséran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami,
melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk



meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus
mempunyat kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam
pelestarian hutan dan lingkungannya.

6. Tim Penilai Angka Kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk da;i
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.

7. Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan
~ penilaian atas prestasi kérja yang telah dicapai oleh seocrang
Penyuluh Kehutanan dalam mengerjgkan butir kegiatan yang
digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan 3
kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.

BAB I
- RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN
DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Penyutuh Kehutanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

(1) Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah
baik pusat maupun daerah,.

(2} Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh
Pegawai Negeri Sipil.

L



" Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Kehutanan, adalah menyiapkan,
_melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi
serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.

BAB llI
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5
Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Kehutanan, terdiri dari:
a. Pendidikan, meliputi :
1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar

2. Pendidikan dan pelatihan fungsiona! bidang penyuluhan ¢
kehutanan dan memperoleh ‘Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat.

b.  Persiapan penyuluhan kehutanan, meliputi :

1. ldentifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta
kebutuhan teknologi Kehutanan.

2. Penyusunan program penyuluhan kehutanan.
3. Penyusunan rencana kerja penyuluhan kehutanan.

4. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan
Kehutanan.

¢c. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi :
1. Penyusunan materi peﬁyuluhan kehutanan.
2. Penerapan metode penyuluban kehiutanan.

3. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok
‘sasaran. :



- Pg@_@_r}_tguan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyuluhan kehutanan:

1.
2.
3.

Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan keh'tjta_nan.'

Membuat laporan pél‘a;;sanaan penyuluhan kehutanan.

e. Pengembangan penyuluhan kehutanan:

1.

2.

Pengembangan aspek kelembagaan/manajemen
penyufunan kehutanan.

Pengembangan aspek tehnik, metodologi,' materi, sarana
dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

f.  Pengembangan profesi:

1.

Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang penyuluhan
kehutanan.

. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang

penyuluhan kehutanan.
Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan.

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis di bidang penyuluhan kehutanan.

g. Penunjang penyuluhan kehutanan :

1.
2.

Mengajar dan melatih dibidang penyuluhan kehutanan.

Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan fain
dibidang penyuluhan kehutanan.

Menaikuti seminarfiokakarya di  bidang penyuluhan
kehutanan.

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuiuh
Kehutanan.

Memperoleh'gelar kesarjanaan lainnya.

et



6. Menjadi anggota organisasi profesi dibidang penyuluhan
kehutanan;

7. Memperoleh piagam kehormatan.

BAB iV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1) Jabatan Penyuiuh Kehutanan terdiri dari Penyuluh Kehutanan

tingkat ferampil dan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

- {2) Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dari
yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana.
b. Penyuiuh Kehutanan Pelaksana Lanjutan.
c. Penyuluh Kehutanan Penyelia.

(3) Jenjany pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud
ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, terdiri dari:
1. Pecngatur Muda Tingkat |, golongan ruang ll/b.
2. Pengatur, golongan ruang il/c.
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang li/d.
b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:
1. Pehata Muda, go!onéan ruang lH/a.
2. Penata Tingkat |, golongan ruang ill/b.
c. Pen;}u!uh Kehutanan Penyelia, terdiri dari:
. 1. Penata, golangan ruang {il/c.

2. Penata Tingkat |, golongan ruang li/d.

-

J

-



Pasal 7

(1) Jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, adatah :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama.
b. Penyuluh Kehutanan Muda.
c. Penyuluh Kehutanan Madya.

(2} Jenjang pangkat Penyulﬁh Kehutanan sebagaimana dimaksud

ayat (1) sesuai jenjang jabatan, adalah : -

a. Penyuluh Kehutanan Pertama, terdiri dari:

1. Penata Mﬁda. golongan ruang lll/a.

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang [Hifb.
b. Penyuluh Kehutanan Muda, terdiri dari:

1. Penata, golongan ruang lll/c.

2. Penaia Tingkat {, golongan ruang lil/d.
c. Penyuluh Kehutanan Madya, terdiri dari:

1. Pembina, go!dngén ruang Via.

2. Pembina Tingkat [, golongan ruang (V/b.

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang iV/c.

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampif,
sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, yaitu:

s



10.

11.

12.

13.

14,

Mengumpulkan data sekunder dan informasi wilayah
kerja;
Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem

serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat desa dan
kecamatan;

Memandu penyusunan rencana tahunan usaha
wanatani kelompok sasaran;

Melaksanakan kajian identifikasi kebutuhan
penyuluhan kehutanan;

Menyusun rtencana kerja tahunan Penyuluh
Kehutanan tingkat pelaksana;

Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok
(RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
{RDKK) kelompok wanatani;

Mengumpulkan data dalam rangka persiapan |
penyusunan materi penyuluhan kehutanan;

Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
datam bentuk folo;

Menyusun/ membuat materi penvuluhan kehutanan
dalam bentuk flip chart { minimal 5 lembar };

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk cﬁartlgambar;

Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana
kepada anggota kelompok sasaran;

Melakukan kunjungan tfatap muka/ anjangsana
kepada kelompok sasaran;

Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada
perorangan,

Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada
kelompok sasaran {ain;



15.
16.

17.
18.

18.
20.

24.

25.
26.
27.

10

Menumbuhkan organisasi kelompok sasaran;

Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari
pemula sampai dengan lanjut;

Melakukan kegiatan demonstrasi cara;

Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan
petak ( demplot );-

Melaksanakan temu lapang;

Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompaok
sasaran di tingkat BPP/ Kecamatan; ‘._

. Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan;

. Melaksanakan kegiatan widyakarya / karya wisata

kepada kelompok tani binaan;

. Menjadi pembimbing/instruktur widya karya atau

perjalanan praktek studi banding tingkat desa dan
kecamatan;

Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara
massal / kampanye dalam bentuk ceramah nmum
tingkat desa dan kecamatan;

Menyusun laparan bulanan; |
Menyusun taporan Triwulan;

Menyusun laporan Tahunan.

Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1.

Mengumpulkan data primer dan informasi wilayah
kerja;
Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem

serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat
Kabupaten/Kota;

Merekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan
agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;




1C.

11.
12.

14.

15,

16.

17.

18.

Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan:

Menyusun/membuat peta tematik tentang kondisi dan
potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan
teknologi kehutanan;

Merumuskan kebutuhan teknelogi kehutanan;

Merumuskan hasil identifikasi kebutuhan penyuluh
kehutanan; -

Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep
programa penyuluhan kehutanan;

Menyusun rencana kerja tahunan;

Memandu penyusunan Rencana Definitif Ke!ompok‘
(RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok .
{(RDKK) kelompok sasaran lain;

Mengolah data materi penyuluhan kehutanan;

Menyusun/ meinbuat materi penyuluhan kehutanan

~dalam bentuk seri foto (min 5 Ibr );

. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk selebaran/pamflet;

Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk leafiet/folder,; '

Menyusun/membuatl materi penyuiuhan kehutanan
dalam bentuk poster;

Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan

daiam bentuk brosur/booklet (min 1000 kata),

Menyusun/membuat matéri penyuluhan kehutanan
dalam bentuk maket;

Mre-nyusunlmembuat materi penyuluhan kehutanan -
dalam bentuk specimen;



19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
28.

27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.

34,

12

Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada
anggota kelompok sasaran,

Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada
kelompok sasaran;

Melaksanakan kaiji terap teknologi anjuran/uji coba;

Sebagai pramu wicara dalam Kkegiatan pameran
kehutanan tingkat Kabupaten/Kota;

Memberikan konsultasi/fpemecahan masalah kepada
perorangan, "

Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada-

‘kelompok sasaran lain;

Memberikan bimbingan pada sekolah lapang;

Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari
Lanjutan sampai dengan Madya;

Mielakukan kegiatan demontrasi  nhasil percontohan
usahatani kehutanan {demontrasi farm);

Sebagai moderator dalam temu antar wilayah/teknis;
Sebagai narasumber daiam temu teknis wilayah;

Melakukan temu wicars / sarasehan dengan
kelompok sasaran tingkat Kabupaten/Kota;

Melakukan temu karya kepada anggota kelompok tani
binaan;
Melakukan temu usaha;

Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata
kepada kelompok tani binaan;

Menjadi instruktur atau pembimbing kegiatan
widyakarya atau perjalanan praktek studi banding
tingkat Kabupaten/Kota;



35.

37.

13

Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara
massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum
tingkat Kabupaten/Kota;

. Melakukan pemantauan/pengendalian penvelengga-

raan penyuluhan kehutanan;

Pengolahan data hasil pemantauan/pengendalian

- ‘penyelenggaraan penyuluhan kehutanan:

38.

39.
40,

41

Mengumpulkan data hasii pelaksanaan penyuluhan
kehutanan;

Menyusun laporan bulanan;

Menyusun taporan triwulan;

. Menyusun laporan tahunan.

Penyuluh Kehutanan Penyelia, yaitu:

1.

Mengolah data potensi wilayah agroekosistem dan
kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Propinsi;

Menyusun rancangan identifikasi kebutuhan penyuluh
kehutanan;

Menyusun konsep programa penyuluhan kehutanan;

Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep
programa penyuluhan kehutanan;

Merumuskan programa penyuluhan kehutanan hasil
diskusi;

Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai
dengan jenjang jabatan;

Menyusun panduan pelaksanaan kegiat_an

~penyuluhan kehutanan;

Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan
(sekolah lapang/ magang},



10.

.

12.

13.

14.

15.

16.

7.

18.

18.

20.

- 2%

22.

23.

Menganalisis data dalam menyiapkan materi
penyuluhan kehutanan;

Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk slide; '

Menyusun/ -membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk staran sandiwara di radiof7T V;

Meényusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk selebaran/pamflet;

Menyusun/membuat materi penyulthan kehutanan
dalam bentuk leaflet/ folder;

Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk poster;

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk brosur/ booklet;

Menyusun/ memhuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk diorama;

Menyusun/membuat materi penvuluhan kehutanan
dalam bentuk model;

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk mock up;

Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada
anggota kelompok sasaran;

Melakukan kunjungan tatap muka / anjangsana
kepada kelompaok sasaran; '

Melakukan kegiatan demontrasi hasil percontohan
wilayah (demonstrasi area);

Melakukan temu wicara/sarasehan dengan kelompok
sasaran tingkat Propinsi;

Melakukan temu karya kepada tokoh masyarakat /
tokoh agama;



24,

26.

27.

28.

289.

30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.

37.
- 38.

15

Melakukan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada
tokoh masyarakat/ tokoh agama;

Menjadi instruktur atau pembimbing studi banding
widyakarya tingkat Propinsi;

Melaksanakan'_penyuluhan pada pertemuan secara
massallkampanye dalam bentuk ceramah umum

“tingkat Propinsi;

Sebagai pembﬂat karya/desain dalam kegiatan
pameran tingkat Kabupaten/Kota;

Sebagai pembuat karyaldesain dalam kegiatan
pameran tingkat Propinsi;

Sebagai pembaca naskahfpemain tunggai dalam
kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/TV;

Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada
perorangan; L

Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada
kelompok sasaran lain; '

Menyusun kurikulum kursus kelompok sasaran;

Meningkatkan kamampuan kelompok  sasaran dari
Madya sampai dengan Utama;

Melaksanakan penilaian lomba bidang kehutanan;

Merekomendasi / tindak lanjut hasil pemantauan /
pengendalian penyelenggarean - penyuiuhan
kehutanan;,

Mengolah, menganalisis dan ﬁmenyﬂusun kepada
laporan, data hasil pelaksanaan penyuluhan
kehutanan;

Menyusun laporan buianan;

Menyusun laporan triwulan;




38.

Menyusun laporan tahunan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan kategori keahlian,
adalah sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama, yaitu:

1.

10.

1.

12.

13.

Menyusun instrumen identifikas! potensi wilayah dan
agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;

Menganalisis data potensi wilayah dan agroekosistem
serta kebutuhan teknologi kehutanan;

Sebagai nara sumber dalam mendiskusikan kansep

programa penyuluhan kehutanan;
Menyusun reicana kerja tahunai;
Menyusun raacangan sarana penyuluhan,

Menyusun instrumen dalam rangka  penyusunan
materi penyuluhan kehutanan;

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam benluk bulletin board (papan bulletin);

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk OHP transparan,

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan'

dalam bentuk seri slide ( min 10 Ibr ),

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk selebaran/pamflet;

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk leaflet/ folder;

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk poster;

Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk brasur/ booklet (min 1000 kata);

~r



14.

15.

16.

17.

18.

.18

20.

21.

22,
23.

24,
25,
26.
27.

28.

.29,

Melaksanakan temu teknis antar wilayah/fungsi
sebagai pembicara/penyaji;

Melakukan temu wicara / sarasehan dengan
kelompok sasaran tingkat Nasional;

Melakukan temu karya kepada Pemda, LSM,
Pengusaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;

‘Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata

kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi
Kemasyarakatan jainnya; .

Sebagai pembicara kegiatan pameran kehutanan
tingkat Propinsi;

Sebagai pramu wicara kegiatan pameran kehutanan
tingkat Nasional,

Memberikan kbnsultasi/pemecahan masalah kepada
perorangan;, '

Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada.

kelompok sasaran lain;
Menumbuhkan gabungan kelompok/asosiasi;

Menyusun metqdaltekn‘ik pemantauan/pengendalian
penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;

Menyusun laporan bulanan;

Menyusun laporan triwulan;

Menyusun' iaporan tahunan;

Menyiapkan kon_se?p pengembangan keb]jakan
penyuluhan kehutanan; '

Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan
penyuluhan kehutanan;

Menyiépkan konsep pengembangan prosedur kerja
penyuluhan kehutanan;



30.

31.

Menyiapkan konsep pengembangan sistem
monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;

Menyusun rancangan pengembangan teknik /
metodologi, materi, sarana danh alat bantu penyuluhan
kehutanan.

Penyuluh Kehutanan Muda :

1.

10.

1.

12.

Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha
wanatani;

Sebagai pembahas dalam mendiskusikan rancané'
bangun rekayasa usaha wanatani;

Menyusun rencana Kerja tahunan;

Menyusun/membiiat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk sound slide ( min 10 lbr };

Menyusun/ membualt materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk Video (rekaman) min 5 menit;

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk siaran radiof TV,

Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk seleparan/pamflet;

Menyusun/ membuat materi penyuluhan Kehutanan
dalam bentuk leaflet/folder;

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk poster;

Menyusun/ membuat materi penyutuban kehutanan
datam bentuk brosur/booklet;

Membuat desain kaji terapfuji coba metoda
penyuluhan kehutanan;

Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap
teknologt;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.

24.
25.

26.

Melakukan temu karya kepada. perguruan tinggi,

cendekiawan, dan pemerintah pusat;

Melaksanakan kegiatan widyakarya / karya wisata
kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan
pemerintah pusat;

Menjadi instruktur atau pembimbing widyakarya
tingkat Nasional;

Melaksanakan benyuluhan pada pertemuan secara

massal / kampanye dalam bentuk ceramah umum

tingkat nasional;

Sebagal pembuat karya/desain dalam kegiatan
pameran kehutanan tingkat nasional;

Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan melaiui

siaran radio/ TV:;

Memberikan konsultasiipemecahan masalah kepada
perorangan;

Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada
kelompok sasaran lain;

. Menyusun materi kursus kelompok sasaran

penvuluhan;

Menumbuhkan koperasi/ kelembagaan formal (badan
hukum);

Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran
dengan perusahaan pengelolaan /pemasaran;

Menyusun pedoman lomba bidang kehutanan;

Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep
laporan hagsil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep
laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

TaE



27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

Merumuskan hasil diskusi dan menyempurnakan
laporan pelaksanaan penyuiuhan kehutanan;

Menyusun faporan bulanan;
Msnyusun laporan triwulan;
Menyustin laporan tahunan;

Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan
penyuluhan kehutanan;

Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaar
penyuluhan kehutanan;

Mendiskusikan konsep pengembangan prasedur kerja
nenvuluhan kehutanan;

Mendiskusikan konsep pergembangan  sistem
monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;

Mendiskusikan konsep = pengembangan  teknik/
metodologl, materi, sarana, dan alat bantu
penyuluhan kehutanan.

Penyuluh Kehutanan Madya

1.

Sebagai penvaji dalam mendiskusikan konsep
rancang bangun rekayasa usaha wanatani;

Sebagal narasumber dalam mendiskusikan konsep
rancang bangun rekayasa usaha wanatani;

Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha
wanatani

Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai
dengan jenjang jabatan; )

- Menyusun/membuat miateri penyuluhan kehutanan

dalam bentuk selebaran/ pamflet:

Menyusun/ membuat materi penyuluhan® kehutanan
dalam bentuk leaflet/ folder;



10.

11,

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19,
20.

21.

2]

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk poster;

Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk brosur/ booklet;

Menjadi instruktur atau- pembimbing widyakarya atau
perjalanan  praktek  studi  banding  tingkat
internasional;

Melaksanakan penyuluhan pada periemuan secara

massal/lkampanye dalam bentuk ceramah umum

tingkat Internasionai;

Sebagai nara sumber/pengisi acara diskusi /
wawancara melalui siaran radio/TV;

. Memberikan konsultasi‘pemecahan masalah kepada

perofangan;

Memberikan konsuitasi/pemecahan masalah kepada
kelompok sasaran lain;

Sebagai nara sumberfpengisi acara diskusi |/
wawancara konsep l{aporan hasil pelaksanaan
penyuluhan kehutanan;

Menyusun laporan bulanan;,
Menyusun laporan triwulan;
Menyusun laporan tahunan; -

Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan
penyuluhan kehutanan;

Menyempurnakan Konsep.. pengembangan perenca
naan penyuluhan kehutanan;

Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur
kerja penyuluhan kehutanan;

Menyempurnakan konsep pengembangan sistem

' monitoiring dan evaluasi penyulthan kehutanan,

"y



22. Menyempurnakan konsep pengembangan teknik,
metadologi, materi, sarana dan alat bantu penyutuhan
kehutanan.

(3) Penyuluh  Kehutanan vyang melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi dan penunjang penyuluhan kehutanan

diberikan nifai angka kredit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ bagi Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan -

Lampiran Il bagi Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Kehutanan
dengan jenjang jabatan yang sesuai untuk imeiaksanakan wgas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),
Penyuluh Kehutanan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di
bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut
berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan. ’

Pasal 10

Penilaian angka Kredit Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% ( delapan puluh persen ) dari angka kredit setiap butir
kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | atau
Lémpiran o

b. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di bawah
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan
adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | atau Lampiran [

Pl



Pasal 11

(1} Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit
terdiri dari :

a. Unsur utama;-
b. Unsur penunjang.
{2) Unsur utama, terdiri dari :
a, Pendidikan;
b. Persiapan penyuluhzn kehutanan:
c. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyuluhan kehutanan;

€. Pengembangan penyuiuhan kehutanan; dan

. Pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas penyuluhan kehutanan sebagairana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf g.

{4) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan dan angka kredit
masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
adalah sebagai berikut -

a. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran 1.

b. Penyuluh Kehutanan tingkat zhli adalgh sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Hi.

Pasal 12
(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi
oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam



(3)

(4)

jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan
tingkat terampil adalah sebagaiman tercantum dalam
Lampiran {lt dan bagi Penyuluh Kehutanan tingkat ahli adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V, dengan
ketentuan : |

-a. Sekurang-kurangnya 80 % ( delapan puluh persen ) angka

kredit berasal dari unsur utama,;

b. Sebanyak-banyaknya 20 % ( dua puluh persen } angka
kredit berasal dari unsur penunjang. i

Penyuiun Kehutanan Madya yang akan naik pangkat menjadi
Pembina Tingkat |, golongan ruang iV/b dan menjadi Pembina

Utara Muda, golongan ruang Ve, diwajibkan menguinpulkan -
sekurang-kurangnya 12 { dua belas )} angka kredit dari

kegiatan unsur pengembangan profesi.~

Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pargkat berikutnya.

Penyuluh Kehutanan yang telzh mencapai angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa
jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya
20 % ( dua puluh persen } dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkatjabatan setingkat lebih
tinggi yang berasal dari kegiatan persiapan per: uluhan

. e
kehutanan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, df?;’zs’f(ﬁj__'j‘fffgéﬁ

Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang lilfd, setiap tahun sejak menduduki
jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-
kurangnya 10 ( sepuluh ) angka kredit dari kegiatan
penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi..

i
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(2)

(n

(2)
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Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c, seliap . tahun sejak menduduki
jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan
penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi.

7 Pasal 13

Penyuluh Kehutanan yang secara bersama-sama membuat

karya ftulistkarya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan:-

pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut ;
a. 60% ( enam puluh persen ) bagi penulis utama;

b. 40% ( empat puluh persen ) untuk semua penuiié
pembantu. - :

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, sebanyak-bényaknya 3 ( tiga ) orang.

BAB Vi
PENILAIAN DAN FENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Penyuluh Kehutanan diwajibkan mencatat atau
menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan
sebagaimana dimaksud ayat (1} dipandang sudah dapat

memenuhi jumlah “angka kredit yang ditentukan untuk

kenaikan . pangkat/jabatan, secara hirarkhi Penyuluh
Kehutanan dapat mengajukan usu!l penilaian dan penetapan
angka kredit.

Penilaian dan penelapan angka kredit Penyuluh Kehutanan
dilakukan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) kali dalam 1 ( satu )

wp
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tahun, yaitu 3 ( tiga ) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

a.

Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat
lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan Madya di
lingkungan Departemen Kehutanan.

Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh

Kehutanan Pelaksana sampai‘ dengan Penyuluh
Kehutanain Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama
sampai dengan Peﬁyuluh Kehutanan Muda di lingkungan
Departemen Kehutanan.

Kepata Dinas Kehutanan Praopinsi atau pejabat eselon |l
yang membidangi kehutanan di Propinsi bagi Penyuluh
Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh

Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama .

sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan
masing-masing.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat
eselon || yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota
bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan
Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan
Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di
lingkungan masing-masing.

(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibantu oleh :

a. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Sekretariat

Jenderal Departemen Kehutanan bagi Sekretaris Jenderal
Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai
Sekretariat Jenderal. -

s
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Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Pusat Bina
Penyuluhan Kehutanan bagi | Kepala Pusat Bina
Penyuluhan  Kehutanan  Departemen = Kehufanan,
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Propinsi
bagi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat
eselon Il yang membidangi kehutanan di Propinsi,
selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.

Tim Penilai Angka Kedit Penyuluh Kehutanan Kabupaten /-
Kota bagi Kepaia Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau
pejabat eselon I yang membidangi kehutanan di

Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim  Penilai

Kabupaten/Kota.

Pasal 16

(1) Anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan adalah
Penyuluh Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :

a.
b.
C.

d.

Seorang Ketua merangkap Anggota;
Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
Seorang Sekretaris merangkap Anggota;

Sekurang-kurangnya 4 { empat ) orang Anggota.

(2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Peniai
ditetapkan oleh :

a.

C.

Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk Tim
Penilai Sekretariat jenderal.

Kepala Pusat Bina Penyuiuhan Kehutanan untuk Tim
Penilai Pusat.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon i
yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk Tim Penila
Propinst.



(3)

(4)

(8)
(6)

(1)

d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat
eselon Il yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota,
untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Penyuluh
Kehutanan, adatlah :

a. Jabatan/ pangkat serendah-rendshnya sama denéan
jabatan/ pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai; '

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi
kerja Penyuluh Kehutanan; |

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Apabila jumiah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud
ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan, maka
anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil
lain yang memiliki kompetensi untuk menitai prestasi kerja
Penyuluh Kehutanan.

Masa jabatan anggota Tim Penilai, adalah 3 (tiga) tahur;

Apahita Tim Penilai belum dapat dibentuk karena ketentuan
anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian
angka kredit Penyuluh Kehutanan dapat dimintzkan kepada
Tim Peniiai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota yang
terdekat atau kepada Tim Penilai dilingkungan Deparfemen
Kehutanan.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai
dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut,” dapat diangkat
kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa

jabatan.

Apabila terdapat anggota Tim Penilail yang ikut dinilai, Ketua

Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

%
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Pasal 18

Tata keria dan tata cara penilaian Tim Peniiai Penyuluh
-‘Kehutanan, ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan
instansi pembina Jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

a. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan kepada Sekretaris
Jenderal Departemen Kehutanan untuk penetapan angka
kredit Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen
Kehutanan.

b. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon Hl yang
membidangi kepegawaian kepada ‘Kepala Pusat Bina
Penyuluhan Kehutanan untuk penetapan angka kredit
Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuiuh
Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama
sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan
Pusat Bina Penyuluh Kehutanan.

c. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabal eselon M yang
membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan
Propinsi atau pejabat eselon Il yang membidangi kehutanan di
Propinsi untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan
Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan
Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh
Kehutanan Madya di lingkungan masing-masing.

‘d. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon Wl yang
membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Il yang membidangi
kehutanan di Kabupaten/Kota untuk penetapan angka kredit
Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh
Kenutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama
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sampai dengan Penyuluh kehutanan Madya di lingkungan
masing-masing

Pasal 20

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan /
pangkat Penyuluh Kehutanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berfaku.

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan

angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh
Kehutanan yang bersangkutan.

BAB Vil

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

* Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan -

Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan,
adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PENYULUH KEHUTANAN

Pasal 22

(1} Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh
Kehutanan tingkat terampil, adalah :

“r



il

a. Berijazah Diploma il atau Diploma I sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan;

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda
Tingkat I, golongan ruang li/b;

c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
penyuluhan kehutanan ; dan

d. OSetiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan { DP3 ), sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 1 ( satu ) tahup terakhir. )

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyutuh
Kehutanan tingkat ahli, adalah :

a. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana {S1) / Diplomé" v
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Perata Muda,
golongan ruang lli/a;

é. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
penyuluhan kehutanan; dan

d. Sefiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan ( DP3 ), sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan
sebagaimana dimaksud ayat {1) dan ayat (2}, ditetapkan lebih
lanjut oleh Menteri Kehutanan. '

Pasal 23

13

‘Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal
22, pengangkatan dalam Jabatan. Penyuluh Kehutanan harus pula:

a. Sesuai dengan formasi Jabatan Penyuluh Kehutanan yang
ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara, dan



b.

(M

(2)
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Memenuhi jumlzah angka kredit minimal yang ditentukan untuk
jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 24

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 |

atau Pasal 23;

b. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan
sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun; dan

¢. Usia setinggi-tingginya 5 ( lima ) tahun sebelum mencapai
usia pensiun berdqsarkan jabatan terakhirnya.

Pangkat yang ditetapkan bagi =~ Pegawai Negeri Sinil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan
sesual dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.

Pasaizs

Penyuluh Kehutanan tingkat terampil vang memperoleh jjazah
Sarjana (S1)/Diploma 1V dapat diangkat dalam Jabatan Penyuluh
Kehutanan tingkat ahli, apabila:

a.

ljazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikas! yang ditentukan
untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli; .~

Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan
untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli; dan/

Memenuhi jumiah angka kredit yang ditentukan untuk
jabatan/pangkat yang akan didudukinya. / '

my
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° BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI

(1)

(2)

(3)

(4).

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26
Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda
Tingkat 1, golongan rgang ll/b sampai dengan Penyu[u"h
Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang lllic

dan Penyulth Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang ita sampai dengan Penyuluh Kehutanan
Madya, pangkat Pembina Tingkat !, golongan ruang V/b,
dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat
terakhir tidak dapat mengumputkan angka Kkreait yaFig
ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih
tinggi.

Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat |,
golongan ruang I'//d dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya
tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-
kurangnya 10 ( sepuluh ) dari kegiaian penyulunan
kehutanan dan/atau pengembangan profesi.

Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki
jabat_anlpangkatnya"'t]dak dapai mengurmpulkan angka
kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan
penyuluhan kehutanan danfatau pengembangan profesi.

Di samping pembebasan sementara sebagaimana
dimaksud ayat (1). ayal (2), dan ayat (3), Penyuluh
Kehutanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya,
apabila : :
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a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatén Penyuluh

Kehutanan;
d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 {enam) bulan.

Pasal 27

Penyuluh Kehutanan vyang telah selesai menjalani masa
pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 26,
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Penyutuh Kehutanan.

Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuiuh Kehutanan:
sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan angka
xredit terakhir vang dimilikinya dan dari prestasi di bidang
penyuluhan kehutanan yang diperoleh selama tidak
menduduki Jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 28

Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila :

a.

Dalam jangka waktu 1 { satu ) tahun sejak dibebaskan
sementara darf jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lehih
tingg;
Dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentykan; atau
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c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa
penurunan pangkat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan,
membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari
Jabatan Penyuluh Kehutanan yang diteiapkan sebelum Keputusan
ini ditetapkan, dinyatakan ietap berlaku. '

Pasal 30

Prestasi kerja Penyuluh Kehutanan yang telah dilakukan Penyuluh
Kehutanan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan
Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/MENPAN//1988.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

:, Pasal 31

(5) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang
Jabatan Pehyuluh Kehutanan yang ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/MENPAN/1988, disesuaikan dengan nama dan jenjang
jabatan menurut Keputusan ini.

)
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(6) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan
kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

Pasal 32

Untuk kepentingan dinas danfatau dalam rangka menambah
pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penyuluh
Kehutanan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan
fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan vyang
ditentukan.

BAB XI!
PENUTUP

Pasal 33

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok
penyuluhan kehutanan sehingga ketentuan dalam Keputusan ini
tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembail.

PasalB4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Mentert
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16 / MENPAN /
1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penyuluh Kehutanan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur {ebih lanjut oleh Menteri
Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Parla tangaal : 3 Desember 2002

MENTEB,I PE-ND.AYAGUNAAN APARATUR NEGARA
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RINCIAN KEGIATAN

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI

-PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HOMAOR

TaNGGaL : 3 Desember 2002

PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NQ. UNSUR SUB UNSUR _ BUTIR KEGIATAN SATUAN ANGKA KREDIT PELAKSANA
| HASIL :
__
1 : 2 3 i 4 5§ é 7
1. | PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dengan m. 1. Sajjana Mida/Diploma W Setiap fjazah  ~ &0 Semua jenjang
memperoleh ijazah/gelar | 2. Diploma Il Seliap ifazah 40 i
B. Pendidikan dan uw_mﬂ.m:mn fung- _. 1, Lamanya lebih dari 360 Jam Setiap senifikal 15 Semua jenjang
slomal dibldang penyitluban _._ 2. Lamanya 641 - 860 jam Seliap serdifikal 9 Semua jenjang
kehutanan dan memgperoleh ! 3. Lamanya 481 - 640 jam - Setiap seriffkal ] Samua _oan:.m|..l
Sural Tanda Tamat Pendidikan 4. Lamanya 161 - 4B0 jam Setlap seortiflkat 3 Semua jenjang
dan Pelatihan (STTF) alau 5. Lamanya 81 - 160 jam Sgliap sanifial 2 Semus Jenjang
. sertifikat 6. Lamanya 30- 80 jam Sollap sonifikal 1 Semua jenjang
I, | PERSIAPAN A. Identifikasi potensi whayah dan 1. Mengumpulkan dalz dan informasi vilayah kerja :
| PENYULUHAN agraekosistem sera ¥ebutuhan a, Primec Setiap laporan Q.16 PK Pelaksana Lanjutan
KEHUTANAN leknologi kehutanan b. Sekunder Seliap faporan 0,02 PK Pelaksana
2. Mangolah data polensi wilayah dan agsoekosislem serla
kubuluhan teknalogi kehutanan tingkal .
a. Dasa dan Kocamalan , Selinp lapornn 0,03 PK Pelaksann
b. Wmucum_m?io_n Seliap laporan D07 PK Paloksana Lanjutan |
o. Propinst Setiap lagoran 0,16 PK Penyslia
3. Marekapliutas! rencana usaha wanalani wilayah dan agroeko- Seliap laporan 0,08 PK Pelaksana Lanjulan
sigtem sera kebutuhan leknologi kehulanan
4, Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan .mm_mmu buku 0,32 Pi Pelaksana Lenjulan
5. Menyusun/ membual pela lemallk lentang kondisi dan potens Setiap peta o3 PK Pelaksana Lanjutan
wilayah dan agroekosisiem serta kabuichan leknalagi kuhulanan ,
' 6. Merumugkan kebutuhan \eknolegi kehutanan Seliap naskah 0,12 PK Pelaksana Lanjutan
| m 7. Memandu penyusunan rengana fahunan usahu wanatani kelompok sasaran Seltap rencana 0,02 PK Pelaksana

. 130/KEP/M.PAN/12/:20¢
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3 2 3 4 6 7
8. Panyusunan Program Penyu- 1. Identifikasi kebuluhan penyuluhan kehulanan @
luhan Kehutznan a. Menyusun rancangan identifikasi Setiap rancangan 0,14 PK Penyelin
+ b. Melaksanakan kejian identifikas] Satiap laporan 0,01 PK Pelaksana
{ ¢ Merumuskan hasll [denlifkasi Sellap laporan 0,05 PK Palaksana Lanjulan
_ﬂP Menyusyn konsep program penyuluhan kehulanan .
| a. Menryusyn konsep program penyuluban kehulanan Seli. p konsep program 017 PK Panyalla
b. Mendiskusikan konsep programa penyufuhan kehulanan ;
1) Sebagal penyaji Seliap kansep 0,04 PK, Pelaksana Lanjutan
2) Sebagal pembahas Sallap konsep 0,1 PR Poryalin
. Merumuskan program penyuluhan kehutanan hasil diskusi ma:mu naskah program 0,1 PR 1@3.,m=u
. €. Penyusunan Reneana Kefja 1. Menyusun rencang kerja tahunan penyuluh sesual dengan ' "
Penyuluhan Kehutanan jenjang jabatan
a. Penyulub Kehutanan Pelaksaha Sehap renceha ketjn g,.08 PK Polaksann
b. Penyuluh Kehulanan Pefaksana Lanjulan Seliap rentana kerja 0,19 PY Pelaksana Lenjulan
€. _wo:_a_cr Kehutanan Penyelia "' Setiap rencana kerla 0,39 PK Penyelia
2. Memandu panyusunan Reneana Definitif Kelompok (RDK) don
Rencana Definitil Kobuluhan Kelompok (ROKK)
a. Kelompok waralani Ssligp RDK/RDKK 0.02 PK Pelaksana
b. Kelompok sasaran laln Scliap RDK/RDKK o..cm PK Pelaksana Lanjutan
D. Penyusunan Rencang Pelaksa- 1, Penyusunan panduan pelaksanaan keg. Penyuluhan kehutanan Setiap buku 0.4 PK Penyelia
naan Kegiatan Penyuluhan Ke- 2. Penyusunan kerangka acuan petaksanaan kegiatan Seliep ww.ms acuan 0,32 PK Penyelia
hulanan {sekolah lapang/ magang)
| PELAKSANAAN A, Penyusunan materi penyuluban 1, Mengumpuikzn dan menyiapkan maleri panyuluhan kehulanan ;
PENYULUHAN kehulanan a. Mergumpulkan dala Setiap pakel 0,04 PK Pelaksana
KEHLITARIAN b, Mengolah data Sellap pakel Q.07 PK Palaksans Lanjutan
. ¢. Menganalisls data Sefiap pakel 0,08 PK Penyella
2. Menyusun/ membuat maleri penyuluhan kehulanan
dalam bentuk ;
8. Media papan '
1) Foto m.mm_nm lembar 0,03 PK Pelaksana
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2) Seri folo (min 8 lbr) mngra 0,07 PK Pelaksana Lanjutan
3} Flip chad {min 5 lbr) Seliap pokal 0,09 PK Palaksana
A3 Chantf garnbo Sellap gty (R PK Polakanns
b. Media larproyeXsif audiovist:al ) :
1) _Slide . Satlap naskah 0,12 P Panyslin
2} Slaran sandiwara di radio/ TV Satlap naskah 1,81 PK Penyelia
c. Media celak
1) Menyustn dan mambual selebaran/pamiel, oleh .
- Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lenjutan Seliap naskah 0,15 PK Pelaksnna t.anjtian
- Penyuluh Kehutanan Penyelia -’efiap naskah 03 PK Penyslia
2) Laeaftelfolder, oleh
- Penyuluh Kehulanan Pelaksana Lanjutan Seliap naskah [*R] PK Pelaksana Lanjulan
- Penyulyh Kehulanan Panyalia Sedlap naskah 0,6 PK Penyelia
3) Posler, oleh :
- Penyuluh Kahutanan Pelaksana Lanjutan Seliap naskahe: 0,28 PK Pelaksana Lanjulan
. Penyuluh Kehutanan Penyelia Seliap naskah 0,56 ' PK Penyalia
4) Brosuribooklet (min 1000 kata}, oleh ;
- Penyuluh kehulanan pelaksana lanjulan Sotiap naskah 0,28 PK Pelaksano Lanjutan
- Penyuluh kehutanan penyelia Seliap naskah 5,56 PK Penyelia
4. Realita
1) Maket Satiap unil 0,16 PK Polaksana Lanjulan
2) Diorama Seliap unil 08 PK Panyalia
3} Model Sellap unil ) 0,75 PK Penyelia
4} Specimen Sefiap unil 0,04 PK Pelaksana Lanjvian
5) Mockup Sefiap unil 0,16 PK Panyelia
8. Panerapan metode penyufuhan 1. Melakukan kunjungan fatap muka/ anjangsana kepada anggota
kehutanan kelompok sasaran oleh
a. Peryuluh Kuhulanan Pelaksana Setiap laporan 001 PK Polaksana
b. Penyuluh Kehulanan Pelaksana Lanjulan Seliap laporan 0.04 P¥ Pelaksana Lanjutan
¢, Penyuluh Kehuianan Penyelia Seliap Laporan 0,07 PK Penyalln
2. Melakukan kunjungan taiap mukal anjangzana kepada
keiompok sasaran olah |
a. Penyuluh Kehutapan Pelaksana mm__u_u. laporan ‘.u_n_u PK Pelaksana
b. Pervwuluh Kehulanan Felaksana Saliap laporan 2,08 P Pelaksana Lanjulan
_— Penyutuh Kehulanan Pelaksana Selisp laporan 0,18 PK Penyelia
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3. Melakukan kaji lerap leknologi anjuranfuji coba : Seliap naskah insirumen 0,38 P¥, Pelaksana Lanjutan
4. Melakukan keglatan demonsirasi ?a_.no_.:owné :
a. Domontrasi cata Sellap kali 0,03 PK Pelaksana
b. Demontrasi hasil
1) Perconlohan pelak {demenlrasi giol) Setiop unit 0,02 PK Polaksena
2) Percontohan usahalani kehulanan (demontrasl farm) mn.zm_u ynit a_am. PK Palaksana Lanjulan
3) Perconlohan wilayah (demontiasi area) " Setiap unil 0,27 PK Penyella
5. Melaksanakan lemu lapang Setiap kali 0,03 PK Pelaksana
B, Melaksanakan lemu taknis antar wilayahy lungsl :
a. mm_u.mmmm maderalo’ Seliap kali 0,05 PK Pelaksana Lanjutan
b, Sebagai nara sumber Seliap kall 0,04 PK Pelaksaha Lanjulan
7. Matakukan lemu wigara/ sarasehan dengan kelompek Sasaran @
a, Tingkal BPP/ Kecamalan Setlap kali 0,02 PK Peloksana
‘b, Tingkal Kabupaten Setlap kall 0,15 PK _Pelaksana Lanjulan
c. Tingkal Propinsi Satlap kall 022 PX Penyells
8. Melakukan lemu karya kepada : -
4. Kelompok tanl binaan Setiap kali 0,04 PK Pelaksana
Sellap kali 0,09 PK Paleksana Lanjutan
b. Tokeh masyarakalfagama Setiap kall 0,18 PK Penyelia
| 9. Melakukan lemu usaha Setiap kali 0.07 PK Palaksana _.m_..c.:‘_u_._
10. Melaksanakan keglatan widyakatyalkaryawisata kepada ;.
a, Kelompak lanl binaan Setiap kali 0,03 PK Pelaksana
. Sefiap kali 0,08 PX Pelaksana Lanjutan
’ t. Tokeh masyarskat/enama Settap keall 1,18 P Panyalla
11, Melaksanakan kegiatas widya karya (perjalanan prakiek studi
banding sebugal instruktur/ pembimbing) :
a, Tingkat desa don krcamatan Seliep lapotan 0,08 PY Pelaksana
b. Tingkal Kabupaten/ Kolamadya_ . Setiap laporan 0,08 PK Polaksana Lanjutan
<. Tingkat Propins] Setiap laporan 0,48 PK Penyelia
12, Melaksanakan panyviuhan pada perlernuan secats massalf
kampanye dalarm benfuk
a, Catamah winnm :
i 1) Tingka! uesa dan kecamuaian Seiiap laporan 0.02 PK Pelaksana
* 2) Tingkal Kabypalen/ Kotamadya 0.06 PK Pataksana Lanjulan
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3) Tingkat Propinsi Setiap taporan 0,12 PK Ponyelia
b. Melaksanakan kegiatan pameran kehutanan :
1}_Tingkal Kabupalen/ Kotamady1
- Sebagai pembyat karyr/ dasain Seliap kali 0,18 PK Penyalia
- Sebagai pramy wicara Seliap kali 0,06 PK Pelaksana Lanjulan
2) Tingka! Propinsi
- Sehagal sembuat karye! desaln Setiap kall 0,3 P¥ Penyolia
Tu. Melakukan panyuluhan melalul siaran radle/ TV :
ml -_Sebagai pembaca naskah/ pemain {unggal Setiap kall 0,05 PK Penyella
114. Mamberikan konsultaslf pemacahan masalah kepada :
m_ a. Paerorangan oleh; ,
’ w 1) Penyuluh Kehulanan Palaksana . Seliap orang _ 0,01 PK Palaksana
m 2Y Panyuluh Kehulinan Palaksana Lanjulan Seliap orang 0,03 PK Polaksana Lanjulan
w 2) Penyulub Kehulanan Panyella Seliap orang 0,08 PK Penyslia
! b. Kelompok sasaran laln oleh
”_ 1) Penyuluh Kehutanan Palaksana Eatiap kelompok o._.ﬂ PK Palaksana
_ 2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjuten Sellap kelornpok 0,04 PK 2elaksana Lanjulan
nr 3) Panyuluh Kehulanan Penyeliz Sellap kelompok 008 PK Penyalla
r.\_m. Membarikan bimbingan leknis! kursus keparla kelompok sasaran
w sebhagal 1
m. a. 3a.:<=m:: kurikulurm kursus Saliap gbpp 0,48 PK Penyella
_ b, Melak kan bimbingan pada sskulah lapang Setiap kall 0,18 PK Palaksana Lanjutan
C, Pengembangan swadaya dan 4, Mendorong pembentukan organizasi kelompok sasaran ’ ,
swakarya kelompok sasaran a. Menumbuhkan kelompok Seilap kelompok 0,03 PK Pelaksana __ |
2. Meningkatkan kamampuan kelompok sasaran dari®
. a, Pamula - Lanjul . Seolisp kelompok B2 PK Pelaksana
b. Lanjul - _sm.n_ﬁ Seliap kelompok 0,04 PK Pelaksana Lanjulan .
¢. Madya - Ulama ) Satiap kelompok 0,09 PK Penyslia
3. Berperan serla dalam perlombaan kelrampilan bidang kehutanan ’ .
sebagal befikut |
. Melaksanakan penilaian lomba Seliap laporan 0,32 PK Penyalia
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V. | FEMAMNTAUAN, A. Memantau pelaksanaan m 1, Melakukan va&maw:wa pengendalian Sellap lspiton 0,08 PM. Petaksana Lenjuian
EVALUAS! DAN penyuluhan kehutanan ' 2. Pengolahan data hasil permantauan/ no:nm:n_u._ﬁ: Seliap taporan 0,05 PK Pelaksana Laniutan
PELAPORAN ." 3, mnmozasn_mﬂ Tindak lanjut hasil pernantauan/pengendalian Sellap laporan 0,2 PK Penyalia
PELAKSANAAN 8. mengavilunsl pelaksanann " 1. Mangumpuikan data basil palaksannon panyuluhinn kohutnonn Sotinp laporan 0,05 PK Polaksana Lunjutan
PENYULUHAN penyusunan kehulannn 2. Mongoetah, munganllsls dan monyustn kensop puin, dota Sutinp laporun 0.54 PK Panysiia
KEHUTANAN . hasil pelaksanann penyuluhan kchulsnan
C. Membuat laparan pelaksanaan 1. Menyusun laporan pejabat lungsional panyuluh ©
penyuluhan kehutanan a, Bulanan . . .
1) _um:H:E_._ Kehulanan Pelaksana Sellap laporan 0,0t PK Pelaksana
-2) Penyuluh Kehulanan Pelaksana Lanjutan Sellap laporan 0,04 .. PK Pefaksane Lanjutan
)] .vaE_c: Kehuladian Penyelia Setiap Japoran 0,08 PK vwl_._wo.:m
[ Sriwutan .
* 1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Setlap laporan 002 PK Pelaksana
2) Penyuivh Kehutanan Palaksar.a Lanjulan Sctiap laporan 0,06 PK Peiaksana Lanjutan
3) Penyuluh Kehglanan Per.y¢la Satlap taporan 0,12 PK Penyelia
c. Tahutan
1) Penyiiuh Kehutanan Pelaksana Sellap Japoran 1,06 PK Pelaksana
’ 2} Penyuluh Kehutanan Pelaksana Latfulan Setiap laporan 0,15 PK Pelakeana Lanjulan §
3 ‘._u.mzmm_zr Kehutanan Penynolia Sallap laperan 03 PK Penyslia
V |PENGEMBANGAN A. Membual karya fulis’karya 1. Xm:_m tulis ilmiah hasil penelillan/pengkafian/surveifevaluasl !
PROFES! Hmiah di bidang penyuluhan di bidang penyuluhar kehutansn yang a_uczmx.mumru: :
kehulanen a. Dalam bentuk buke yang ditetbitkan dan diedarkan secara nasional Setlap buku 12,50 Semua Jenjany
b. Dalam majalah ilmlah yang diakui oleh LIPI Setlap naskah 6,00 Samua Jenjang
2. Karys tulis berupa linjavan atau ulasan Hmfsh hasll gagesan sun-
diri dalam bidang penyuluhan kehulanan yang dipublfikasikan :
a, Dalar bentuk buku yang dilerklikan dan dirdarkon sacars nasional Satiap buku 8,00 Semua jenjang |
b, Dalam majalsh imiah ?:m diakut oleh LiPY Seliap naskah 4,00 Sermua Jenjang
3. Karys E__”u ilmlah berupa linfauan niau ulasan ifmiah hasl nmnu.. '
san sendirldi bidang um%:_::m: kehutanan yang lidak dipublikasikan :
. a. Dalam benluk buku __Seliap buku .00 Sernus jenlung
b. Dalam bentuk makalah Seliup makalah 3,50 Semua jenjang
4 Weryampatkan prasaran berupa “.m.,_wucmz. gagasan dan
atay ulazan limjahdalam pedemuan limiah Seilap naskah 250 Sernua jenjang
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B. Mengambangkan laknologi ’ :
tapal guna di a_,aw...m penyuluhan
kehulanan Mengembangkan loknologl E quna di bidang a.n@..::._.n: kehutanan Seiiap koryn 5,00 Somua Jenjanp
€. Merumuskan sislam penyuluhan 1. Merumuskan sislem panyuluhan kehutanan yang mangandung nilai-nilai
kehulanan pembaharuan Tlap rumusan 2.50 Semun Jenjang
2. Merumuskan sistem penyuluhan kehuianan yang mengandung
nilai-nilai penyempurnagn alay porbaikan Tiap (Umusan 1,50 Somua _g?:m
D. Membual buku pedoman/petun-
ljuk pelaksanaan _im__.__.__.c.x tek- Membual buku padoman/paiunjuk pelaksanaan/patunjuk leknis
nis d} bidang penyuluhan kehu- i bidang penyutuban kehulanan Saltiap buky .u.ﬂ_._ack 2,00 Semua Janjang
- tanan
PENUNJANG A, Mengajar/melalih di bidang |
PENYULUHAN penyuluhan kehulanan \ .
KEMUTAMAN u.z_\mwmwmm;_._._o_m:: yang berkailan dangan bidang penyuluhan kehutanan Sallap ML.E& pelajaran 0.04 Semua Jenjang
&, Menterjemahkan/menyadus 1. ._.oamsmzun..mmnc.nm di bidang kehutanan yang dipublikgsikan : - )
buku dan bahan-bahan lain a. Qalam benluk buky yang diterbitkan dan diedarkan secars nasianal Sallap buku 7,00 Samua jenjang
di bidang penyuluhiankehutanan b. Dalam malalah imiah yang diakul ofeh Lembaga limu Pengetahuan
Indonesia Setiap naskah 3,50 Semua jenlang
2, Terjemahan/saduran Jl bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan ; ,. ’
a, Dalam bentuk buky Seliap buku 3.00 Semua Jenjang
b. Dalarmn benluk makalah Saliap makalah 1,50 Semua janjang
3, Membual abstrak tulfsan __E_u_._.u.mzm.n_._:—:ﬂ dalam panesbilan Seliap naskah 1,50 Semua _E—_m:ﬂ
C. Mengikuli seminarfickakarya Mengikuti mnamamso_ﬁxma\u afau simposium sebagal . '
di bidang penyuluhan kehulanan a, Pemrasaran Seliap kegiatan 3,00 Semua jenjang
' . h, Moderater Seliap keginlan 2,00 Semua jenjang
¢. Pembahas Seilap kegiatan 2,00 Semua Jenjang
d, Narasumber Sallap kegiatan 2,00 Semua jenjang |
e. Peserla i “Satlap kegiatan 1,00 Semua jenjang
D). Menjadi anggota Tim Penilai . )
Jabatan Penyuluh Ketwitanan Menjadi anggola Tim Penlal Jabalan Penyuluh ¥ehulanan Setlap iahun 9,50 Semua jenjang
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E. §mam.m3_m_..|mh_.mhrmm3?.:mm: L ?._-Suma_m__ gelar kesarjanaan ﬁ:m tidak sesual dengan ciu:ﬁmmm:ﬁ
lainnya ._ 1. Diplama I Setinp gelar 3,00 . Semya lenjeng
| 2. Sarjans Muda/Diploma I Satiap gelar 4,00 Semua Jenjang
_ 3. miuau\oi_oan [\ Seflap gelar m.ou . Semua fenjang
F. Menjadi anggota organisasi _. 1. Tingkat naslonalinlarasional, sebagal :
profesi di bidang penyuluhan " a, Pangurus aklif Seliap tahun 1,00 Semua Jehjang
Yehutanan | b, Anggota akii Sellap tahun 0,50 Sornua jonjang |
m_ 2. Tingkat va.v_a_ sabagai :
a _ua:uc:__u akfil Satiag lahun 0,50 ] Semus Jentang
) b [mho_n aklif Seliap tahun 0,35 Semita Jenjang
. Memperoleh piagam 1. Tanda kehormalan Satyalancana Karya Satya :
¥ehormatan a._30 {tiga putuh).\ahun Setlap plagam 3,00 Sermus jerjang
b. 20 (dua puluh) lahun Saliap plagam 2,00 Semua Jenjang
g, 10 {sepuiuh} lahuu Sallap plagam 1,00 Semus [anfang |
2. Gelar kehormatan akademis mw:n_“.. gelar 15 mm_::u. wo:_»=m|.
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LAMPIRAN [k ¢

KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR H
Tavceal : 3 Desember
RINCIAN KEGIATAN
PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA
NQ. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN ANGKA KREDIT PELAKSANA
HASIL
1 2 3 4 5 [ 7
- 1
i PENDIDIKAN A, Pendidikan sekolah dan 1. Dokior Seliap Hazah 150 Samua jenjang
mermperolah ijazah/geloar 2, Pas¢a garjana Seilap ljazah 100 Semua Jenjang
, 3. Sarjana/ Diploma IV ! Setiap ilazah 75 Sernya jenjang
B. Pendidikan nm;,__u.w_u_ﬂ:m: fung- | 1.__Lamanya lebih daii 960 jam Satiap sertifikal 15 Semua |enjang.
sional di bidang penyulu*ian | 2 Lamanya anlara £41- 850 jam Setlap sorilikal 8 Semus jenjang
kehulanan dan mendapal | 3._temanya anlara 481 - 640 jam Setlap senifikal [ Samua jenjang
Surat Tands Tarnal 4, Lsmanya antara 161 - 480 Jam Seliap, sertifikat 3 mo,i:m Jen[ang
Pendidikan dan Pelatihan %, Lamanya aplara 84 - 163 jam Satiap sertifikal 2 Samua jenjang
(STTPP) atau serifikat .6. Lamanya antara 30 - 80 jam Seliap sartifikat 1 Semua [gn[ang
'R PERSIAPAN A, idenlifikasi potensi witayah 1. Menyusun instrumen jdenlifikasi Seliap nasksh inslrumen 0,16 PK Perdama
dan agroekosisiem sena 2. Menganalisis date pelansi wilayah dan agraakosistem serla Setiap laparan 0,07 PK Pertama
kabutshan teknolagi kebutuhan leknologi kehutanan v
kehulanan 3. Menyusun rancang bangun rekeyass usaha wanatani ! )
a. Menyusun konses Fancang bangur. rekayasa vsaha wanalani Setiap konsep 0,38 PK Muda
b, Mendiskusikan kansep rancang bangun rekayasa usaha
wanatani : .
" 1) Sebagsi penyali Satiap kali 0,12 PK Madya
2} Sebagai nara su.nbel Setiap kali 0,i2 PK Madya
3) Sebagai pambahas " Seltap kali 0.8 P Muda
&. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanalanl Setiap naskah 0,28 PK Madya
B, Pesyusunan program 1. Manyusun kansep programa penyuiuhan kehuianan ©
penyuluhan kahutanan a. Moendiskusikan konzaop ograms 7 enyutuban knhtitanan |
{) Sebagai nara sumber Seliap konsep 0,04 PK Partama

]
i

. 130/KEP/M.PAN/12/20
2002 .
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c. Penyusunah rencana kerja 1. Menyusun rencana kerja lahunan penyuluh sesuai dengan
. : penyuiuhan kehulanan jenjang Jabutan
; 1, Patiyuluh Kohulaoan Pedama Selinp toneann ket .18 PK Patlaini
b. Penyulh Kehutanan Muda Seliap rencana karfa 0,39 PR Mudy
¢. Penyuluh Kahulanan Madya Sniinp rencaha kerjn 0,58 PK ._sa%n
. D. Penyusunan rencana N
. pelaksanaan kegiatan
penyuluhan kehutanan 1. Maenyusun rancangsn sarana ponyulithan Sellop rancangan 0.07 PK Pertama
. | PELAKSANAAN A. Penyusunan maleri 1. Mangumputkan dan menylapkan matesi penyuluhan kehulanan ; '
PENYULUHAN penyuluhsn kehutanan | _a. Menyusun instrumen wa__um pakel 0,32 PK Partama
KEHUTANAN 2. Menyusur/ membuat maled penyuluhan kehutanan untuk/
datam bentuk :
a. Medla papan _
1) Bulletin board (papan bulletin} Sefiap papan dis 0,16 PK Perama
b. Madia tarproyeksi/ audiavisual
1) COHP {ransparan Seliap naskah 0,08 PK Petama
2) Serl slide {tain 10 tbr) Seliah naskah 0,08 PK Pertama
3) Sound slide (min 10 jbr) Sefiaphaskah 0.4 PK Muda
4} Video frekamanq) min 5 menit Seliap nasksh 0.8 PK Muda
5y Slapan radlef TV Selinp amwwmz 0,6 PK Muda
c. Media cetak R
1) Selebaran/ pamilct, oleh :
~ Penyuluh Kehutanan Periams Sellap 1 x terbil 0,18 PK Pertamd
- Peniyuluh Kshulanan Muda Setiap % x terbil 0,3 PK Muda
- Penyuiuh Kehulanan Madya Safiap 1 x {arhit 0,45 PK Madya
2 LeafioV foider, olnh
- Panyulish Kehulanan Perfama Sefiap naskah 0,28 PK Perlama
- Penyuluh Kehul Muda ) Setiap naskah 0,56 PK Muda
« Penyuluh Kehulanan Madya Seliap naskah 0,84 PK Madya
3) Poster, oleh:
- Pervuluh Kehulanan Perlama Sofiop naskah 0,28 PK Pattama
- Penyuluh Kehutanan Muda Sellap naskah 0.56 PK Muda
- Penyuluh Kehutansnh Madya Seliap naskah 0,84 PK Madya
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4) Brosur/booklel, alch : i
- Penyuluh Kehulanan Panama Setiap naskah 0,3 PY Peroma
- Penyuluh Kehulanan Muda . Seliap haskah 0.8 PK Muda
- Penyuluh Kehutanan Madya Seliap naskah 08 PK Madya
B. Penetapan meloda 1. Malakukan kajl larap laknolagi anjurand uji ceba ;
,um_._?_c:m: a. Membuat desaln kajt terap/ uji coba Saliap degign 0,64 PK Muda
kahutanan t, Memanlau dan mengavaluasi hasil kafl terap leknologl Saliap laporan 0,16 PK Muda
2. Molaksanakan temu teknis Bnlar wilayah/ fungsi :
3. Sebagai pembjcara/ penyaji Setiap kall 0,06 PK Perama
3. Malakukan temu wicara/ saresehan dengan kelompok sasaran :
a. Tingkal Naslonal Satfap kall 0,08 P¥ Partama
4. Malakukan lemu karya knpada ;
. Pemda, LSM, Pengusaha dan organisasi kemasyarakalan lainnya Seliap kali 0,08 PK Perlama
|- Perguruan tinggl, cendikiawan, pemerintah pusal Setiap kall [+A}:] PK Madya
5. Melaksanakan Kegiatan vidyokaryafkaryawizeta kepada : : B
- Pemda, LSM, Pengusaha dan organisas] kemasyarakalan lainnya Saliap kali 0,08 PK Perlama
- Parguruan _mﬁm._.lnm_.a._ﬂ,ms_u:. pamerinlah pusat Seliap ksli 0,16 PK Muda
6. Malaksanakan kegialan widya karya {perjalanan praXick studi
banding sabagal instrukturf pembpimbing) :
a. {ingkat Naslonal Sellap laporan 0,16 PK Muda
t. Tingkat Inlernasianal Setiap laporan 1,8 PX Madya
7. Melaksanakan penyuluhan pada periemuan secara rmassall . "
yampanya dalam benluk
a. Ceramah umum ;
1) Tingkat Nasional Saliap laparan 0,08 PK Muda
2} Tingkal Internasional Sefiap laporan 0,18 PK Madya
b. Melaksanakan kegialan pameran kehulanan :
1) Tingkat Propins!
- Sebagal pramu wicars Seilap kali pameran 0,08 PK Penama
2) Tingkat Nasional 1
- Sebagai pembual keryal desain Setiap kali pameran 7,24 PK Muda
- Sebagai pramu wicara Seliap kali pameran 0,1 Pi Perarna
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8. Melakukan penyuluhan inelalui siaran radio/ TV ", )
a. meuum_ sulradara Sellap kali 0,59 PK Muda
b. m».wuuud nara sumber/ pengisl acara diskusi/ wawancara Sellap kali 0,18 PK Madya
9. Memberikan konswlasi/jpemecahan masclah kepada
a. Ferorangan oleh:
1) Penyuluh Kehulanan Pefama Selizp orang 0,03 P Pertama
2) Panyuluh Kehulohan Muda Seliap otang 0,08 PK Muds
3) Penyuluh Kehulanan ivisdya Setinp orang __bo9 PK Madya
b, Kelompok sasaran lain pieh )
1} Penyuluh Kehular.an Perlama Cellop kalompok 004 PK Pratama
. 2) Panyulul) Kehutanas Muda Seliap kelompok 0,08 PK Muda
3) Penyuluh Kewtaran Madya Seliap kelompok 0,12 PK Madya
10. Memberikan m__.u.,E:uu‘: teknis/ kursus roﬁmmm kelompek sasaran '
sebagal : .. . '
4. ga_._?u___._ :...uﬁ:?,ﬁca ...“ . Seliap modul 044 PK Muda
C. Pengembangan swadaya 1. z_unnci:m ﬁ,mn,._mm:_cxm: organisast kelompok sasaran :
dan swakarya keloempok a. Zu:m_,dc_._:._ﬁ: mumc:mmr wm_mahmu{ asuglasi Setlap kelompok 0,08 PK Pertama
SASATan k. Zm:hiv::wm: koperasi! kelembagaan formal {badan hukum) Seliap xm_.......aunx 0,21 PK Muda
2, Menumbubkan kemitraan usahu kelompok sasaran dengan Sethap gk, 0.2t P Muda
perusahaan Um:mmqo_"mun_._ pemasaran . Porusahaan
3. Berperan sarta dalem ,uman,avuw: kelrampllan c,am:m. kehulanan
sebagai berikul :
a, Penyusunan _ummcz._un peniialan lomba Setiap pedornan 0,6 PK Muda
W, nm?G.z.;CPZ. A, Memanau pelaksanagn 1. Menyusun ,n._.____uo‘n__w.q leknik pemaniauan/ pengendaliasn Settap naskah 0,38 PK Perlama
EVALUASI DAN penyulithan kehitanan
PELAPORAN B. Mengevaluasi pelaksanasn 1. Mendiskusikan konsep laporan hasl pelaksanaan penyuluhan
PELAKSANASN periyutuhain kehutanan kehutanan :
PENYULUHAN a, Sebagal penyaji Seliap kali 0,08 PK Muda
KEHUTANAN \ b, Sebagal nara sumbers penglsi acara diskusif wavancara Sntiap kali 0,12 PK Madya
" ¢, Sebagal pembahas Sellpp kali 0,08 PK Muda
2. Morsmugknn hasil diskusk don monyempuenakan Inporan
pelaksanaan penyulvhan kehulanan Seliap laporan 0,14

PK !cam
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C. Membuat laporan pelaksanaan [ 1. Menyusun laporan pejabat fungsionai Penyuluh Kehutanan :
panyuluhan kehutanan a. Bulanan '
a. Panyuluh Kehulianan Peratma Setiap lanaran _0,04 PK Pertarna
b._Penyuluh Kehulanan Muda Seliap laparan 0,08 PK Muda
.n. Penyuluh Xn_..c_|n=u= Madya Satigp laporan 0,12 PK Madya
b. Triwulan
a. Penyuluh Kehutanan Perlama Seliap laporan 0,08 PK Perlama
b, ?:Em::ﬁ:u: Muda , Sellap laporan 0,12 PX Muda
. Penyuluh xosc,n:u._._,zﬁ%u Sellap laporan 0,18 PK Madya
¢. Tahunan . .
. a, Panyuluh Kshutanan Perlama Sellap lapotan 415 PK Parlsma
b. Penyuluh Kehutanan Muda Setiap laporan 0,3 PK Muda
[ moBE_r,z_ Kehulanan Madya Saliap laporan 0,45 PK Madya
V. _umzm,m_sm.»zms(z A. Pengembangan 1. Pengembangan kebijaken penyuluhan kehulanan
PENYULUHAN aspek kalembagaan/ a. Menyiapkan konsep t@:mm%um:umz kebijakan penyuluhan Seliap konsep 0,46 PK Perlama
mec.;zbz manajemen _3_.52,5: .
penyuiuhan b. Mendiskuslkan kansap .ﬂ_m:n.mawmnum_._ kehifakan penyuluhan Setiap laporan 0,42 PK Muda
kehulanan kzhutanan . i
c. Zmémincsuﬁs konsep pengembangan kebijakan Saliap naskah jumusan 0,68 . PK Matya
- penyuluhan kehulanan
2. Pengembangan perencanaan v.m:q__,._::m: kehulanan ;
a. z_mqiuu_.u: konsep pengembangan Ferencansan penyuluhan Seliap konsep 04 PK Parlama
kehutanan . .
b. Mendiskusikan xoq._um_u. pangembangan perencanaan Satiap laporan 046 - PK Muda
panyuluhan kehutanan
. Zu:ﬁ..:u?:nxn: xoawmv pengembnngan parencanaan Setfiap naskah rumusan 08 PK Z.»&d
pehyuluhan kehulanan . .
3. PengembAangan v_.o.wnacq karja penyuluban kehutana |
a, Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan ASeliap konsep 0,5 PK Parlama
kehulanan
b. Mandiskusikan xo:m..wn pengembangan prosedyr ker|a Seliap laporan 096 PK Muda
penyuluhan kehulanan '
.n. Manyempurnakan konsep pengernbangan prosadur kefja Selizp naskah rumusan 1.08 PK Madya
penyuluhan kehdtanan .
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&, Pengembangan sislem monitoting dar evaluasi penyutuhan .
kehutanan :
#. Manyiapkan konsep pengembangai sistem moniloring Sellap konsep 0,26 PK Partama
dan evaluasi penyuluhar kehutanan !
b. Mendiskuslkan konsep pengermbangan sister monfloring Seliap lsporan 08 PK Muda
__dan evaluasi punyuluhan kehutlannn
¢. Menyampurhakan konsep pangembangan sislem rmoniloring Seliap naskah rumusan 1.2 PK Madya
dan evaluast penyuluhan kehulonan
B. Pengembangan 1. z__ma\.:m..._.z w.unmu.:nm: nnsnmamu.:nu: 1eknlk/ metodslogi, Setiap konsep 0,37 P¥ Pertama
aspek teknik, maleri, un‘B:“__. dan al: banfu _.umzw:_c:u; kehulatisn
- ,::::._a_ce_. o, 2. Mandiskuaikap kengup prpgoemiaingan toknik! inmedatogl, Sollap lapatan D24 PK Muda
sarana, dan alat banfu Bmam._ sarana dan afal banlu penyuhithan kehulanan
pehyuluhan 3 _Sm:.u.aa?._:._mxmm pengumbangan ieknik/ metadolog, Satiap naskah rumusan’ 0,72 PK Madya
kehulanan . mater], sarana.dan alat hantu ponyuluhan keiianan .
v {PENGEMBAMNGAN A. Membual karya lulisfkarya 1. Karya lulls dmiak hasil panelitian/pengkaflan/survei/fevatuasl i
PROFESI itmiah d bidang penyuiuhan di Emu:m penyvluhan hahulonan yang dipublikasizan : " :
kehutanan a, Dalam bentuk buku yang diterbltkzn dan &nnw.;u: secara nasional Setiap buku 12,50 Semua janjany
b. Dalam majalah itmiah yang ikl oleh LP! _ Seliap naghah €00 Semua jenjang
2. Karyalulls berupa ___._,?cus atay ylasan iimiah hasit gagasan sendirl
dalam bidang penyuluhan kehulanan yang dipubiikasikan : .
3. Dalam bentuk buku yang diterbilkan dan dizdarkan secara nas.onal Seliap buku 8,00 Semuz jenjang
b. Dalam majalsh fimiah yang diakui oleh LIP| Seligp neskah 4,00 Semus jenfang
3. Karya tulis berupa iinfauan alau ulasan Bmiah hasil gagasan
sendini di bidang penyuluhan kehulansn yang tidak dipubitkasikan :
2, Dalam bentuk buku Sallap buky 700 Samue janlang
. Dalam banluk makalah Seliap makalah .50 Samun jsnjrng
4 Menysmpaikan prasaran barupa finjauan, gagasan dan atau }
ulasan iimiak dalam perfornuan lithiabh . Setiap naskah 2,50 Semua jenjang _§
8. Mangembangkan teknalogi
tepat guna di bidang penyultthan
kehutanan Mengembangkan leknclegi tepal guna di bidahg penyuluhan kehulanan Seliap karya 5,00 Semta Jenjang
T. Merumuskan sisier penyuluban|i1.  Merumuskan sislem penyuiuhan kehulanan yang mengandung
kehulanan nital-nilai pembaharian Tiap rurnusen 2,50 Sernua jenjang
2. Merumuskan sistem penyuluhar, kehutanan yang-mengariiung .
nilai-nitai penyempurnaan alay perbaikan Tiap rumusan 1,50 Semua jenjang
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D. Membual buky pedoman/petun- _ ’
ljuk palaksznaan /pelunjuk tek- | Mambual buky pedomanipelun|uk pelaksanaan/pelunjuk teknis
nis di hidang penyuluhan kebw- | di bidang penyuiuhan ru__._c_m:m_.. ‘ Selap !_._E potunjuk 2400 Semua jonfang
lanan |
t [PENUNJANG A, Mengajarimelalih di bidang :
PENYULUHAN penyuluhan kehulanan |
KEHUTANAN Mer,gajar/melatih yang berkailan deng:n bidang penyuluhan kehutanan Setiap 2 fam pelajaran 0,04 Semua jenjang
B. Manlerjemahkan/menyadur 1. ._.nﬁ_.nam:n_._..mmnc.ss dl bidang kehulanan yang dipublikesikan | . , |
buky dan bahan-bahan lain a. Dalam beniuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara naslonal © - Seliap buku 7,00 Samua [enjang 7
di bidang penyuluhankehutanan b. Dalam majalah itmiah yang a_mx—._ oleh Lembaga llmu _un.:no_n:_._.u_: : - |
Indonesla Selinp naskah 3,50 Somua Janjan
l.u. Terjemahan/saduran di bigang penyuluhan kehutanan yang ik dipubikasikan ; o o EJ 7
.wulm.ml_n:. beniuk buku - Sellap buky . 3,00 Semua laniang 7
b. Dialars bentuk makalah Sellap makalah 1,50 Semua Jenfang _ | 7
3. Membuat abstrak tullsan imiah yang dimuat dalaf penerbilan Satfap naskah 150 Semua Jenjang 7
C. Mengikull seminailickakarya 1. Menglkuti mma._:m...._oxuf% w_mc. simposium sebagai : . 7
di bidang penyuluhan kehutanan a. Pemrasatan Setiap keglatan 300 Semua jenjang |
b. Moderalor . Saoliap kegialan 2.00 Semus jenjang | 7
6. Pembahas , Seliap keglatan 2,00 ‘ Semua jenjang 7
d, Narasumber ) Satisnp kegialan 2,00 Somun fanjang
e, Pasena Setlap keglatan 100 Samua jenfang |
D. Manjadf anggeta Tim Punilal
Jabatan Penyujuh Kehutanan | Me-jadi anggota Tim Penilal .labatan Penyuluh I{ghulanan Setiap tahun 0,50 Semua Jenjang |
E. Memperoieh gelat kesarjanaan | Memperaleh golar kesarjanaan yang tidak sesual engan bidang tugasnya
lalnnya 4. SafjanalD IV Sellap gelar 5,00 Semua Janjang
2. Pasca sarjan Sellap gelar 10,00 | Semua jentang
3. Doklor Satiap gelar 15,00 Semua jsnfang | .
F. Menjadl anggola organisasi t. Tingkal :mm_onm_,\_a.nquwamuam_. sebagai & .
grofesl di bidang penyuluhan #. Pengurus akiif , .mmzmu tahun 1,00 | Semua Jenjang
kehutanan D, Anggota aktif Seliap tahun 0,50 Semup jenjang
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2, Tingka! Propinsi, sehagai :
8, Pengurus aklif Seliap tahun 0,50 Semuad jenjang
_b._Anpgota akiif Seliap tahun 0,35 Semua jenjang
G. Memperaleh piagam 1. Tanda kehormatan wuﬁ.ﬁ_manmam Karya Salya :
kehormatan a. 30 (liga pulh) tahun Sellap piagam 3,00 Samuya Janjang
b. 20 (dua puluh) fahun Selinp piagam 2,00 Semuva jonjong
<. 10 {sepulub) kahun Seliap plagam 1,00 Samuya jenjang
2. Gelar kehormatan akademis Setigp gelar, 15 mmgswxbmawaa
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LAMPIRAN

ill . KEPUTUSAN MENTERI

PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR
TANGGAL @

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
PENG, NGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT TERAMPIL

130/KEP/M.PAN/12/2002

Desember 2002

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG/ ANGKA KREDIT
NO. UNSUR PERSENTASE Penyuluh Kehutanan Penyuluh Kehutanan | Penyuluh Kehutanan
Pealaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia
Wb e Wd e it hie il/o
1 UNSUR UTAMA
A. Pendidikan
B. Persiapan penyuluhan kehutanan
C. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan > 80 % 32 48 64 a0 120 160 240
0. Pemaniauan, evaluasi dan petaporan
pelaksanaan penyuluhan kehutanan
E. Pengembangan profesi
D
2 | UNSURPENUNJANG ”
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan <20 % & 12 16 - 20 30 40 60
kehuianan )
JUMLAH 100% 40 60 mc 100 150 200 300

\l..!.l.l!l!



LAMPIRAN IV 1 KEPUTUSAN MENTER!

PENDAYAGUNAAN AFARATUR NEGARA
"NOMGR : 130/KEP/M.PAN/12/2002

TANGGAL: 3 Desember 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG! ANGKA KREDIT

UNSUR |PERSENTASE |Penyuluh Kehutanan | Pényuluh Kehulanan ‘Penyuluh Kehutanan
: . Perlama - Muda Madya
iifa /b Wile N/ Iv/a Vib WVic

L U Pemantauan; evaluasi dan pelaporan » 80 % 80 120 160 240 - 320 440 560

UNSUR UTAMA

A, Pendidikan

8. m.mimom: panyulihan kehutanan
_.C. Pelaksanasn penyuluhan kehutanan

um_mxmm:mms UmEEE:m: kehutanan
m Vm:nmaum:mms penyuiluhan kehutanan
F. Pengembangan profesi

UNSUR PENUNJANG . . :
Kegiatan yang méndukung pelaksanaan penyuluhan <20 % 20 30 40 60 80 10 140
kehutanan ‘

JUMLAH . 100% 100 150 200 300 400 550 700




